
PERATURAN BUPATI ACEH BESAR

NOMOR 17 TAHUN 2019

TEIVTANG

MAL PELAYANAN PUBLIK KABUPATEN ACEH BJ!S;\i;:

BUPATI ACEH BESAR,

Menimbang : a.bahwa Kabupaten Aceh Besar sebagai salai: rii,,ii.i iokasi
Penyelenggaraan Ma1 Pelayanan Publil< l.ri,;.i,r;,arkan
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparati,.rr I,i,,it.it'a dan
Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun il*it-i i{:l:rtallg
Perubahan Atas Keputusan Menteri Fi:ilri:: ,.iiir-lnaan

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nc:,;,,-,: r l'ahun
2018 tentang Penetapan Lokasi Penyeietrglr',i,i: :i;:iii IVIaI

Pelayanan Publik Tahun 2AI9;

b. t'lahwa dalam upaya peningkatan kuaiirrls pri;.,,,';-,, , r: ;.::.ibiik
secara berkelan-iutan yang cepat, :::';iah, Lc;-1:i, ;. ,.. iirrr-r&l1

dan nyaman perlu dilakukar: pengiiltegt^i1*,i,,i 
"riu'r.a.n

publik pada Mal Pelayanan Prrblik;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan seiragu.irr:r).iii:r, r, i : ral*iud
daiam huruf a dan huruf b, perlu menetapi,:r.,;. ., i,;tlrran
Bupati Aceh Besar tentang Mal PL:1a1,;,;i;' r" ;:'rri:lik
Kabupaten Aceh Besar.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahur-; l!l:':: : nt-{.Ing

Pembentukan Daerah Otonom Kabupali:r: *l,r r,,i ri,i;rten
Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi SLil,i;t;,.,,, lJi-ara
(Lembaran Negara Republik Indonesia 'lahill I t,.'.: ;,lr:;nor
58, Tambahan Lembaran Negara Repub'ii.r rir,i-r:-r,JSia

Nomor rc921;

Undang-Undang Nomor 44 Tahun li,r!")! i,:r-liang
Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi L)ae-ri'r,r.lI i :,ri iin€:lrra
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesii-r'i'i,;rii'i i99g
Nomor 172, Tambahan Lembaran Negar;r l.,i:lrui;lik
Indonesia Nomor 3893);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 terrt*np; le.r-rinng,an
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesil,i 'iiii, .,r'i ?003
Nomor 47 , Tambahan Lembaran Negar"a ;,i ;;lrl;lik
indonesia Nomor 42861;

2.

3.
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4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2i")'-fl{i 'ri:ntang

Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Repui:li:r r r,tiqrnesia
Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lenii.,;,ti'i,r:, i'icgara
Republik Indonesia Nomor a633);

Unclang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tenlairi,, ir',,ili\';rnan
Publik (Lembaran Negara Republik InConesia "i'ai, u;r 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negarar t:iepublik
Indonesia Nomor 5O38);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun Z{ii 4 i{-'ntang
Pemerintahan Daerah (Iembaran Negalii ii*publik
Indonesia Tahun zAru Nomor 244, Tarnbaiu.ir': i :;:ri-:aran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), si':h, .':;rlrnana
telah beberapa kali diubah terakhir denil;rn ijndang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perui;:,h; ,l l'iedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun ';.1",1i'i icntang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negar:a ,ir':1:r-rblik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambai:an I i:irbaran
Negara Republik Indonesia Nornor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2fr1,',' ir]rtang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 'i'riJ:, rr'; 2AO9
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Ne;1arri r.:r:oublik
Indonesia Tahun 2OL2 Nomor 215, Tambah;::'r liliililaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun'zt)i..i i-*ntang
Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu iji,ii.r, Fintu
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahnrr f.i,.l r.,l l{omor
221],;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor lll$, 'i';,rr:ri;i 2017
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terp..r,iit l:;; ,.,.i Pintu
Daerah (Berita ltlegara Republik Indonesiil 'irrl,,ir"i tAfi
Nomor 1956);

10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatr.il iri:,,;:i;r dan
Reformasi Birokrasi Nomor 23 Tahur: :ii l"i' {rntalg
Penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik iijr,., ii.,. iriegara
Republik Indonesia Tahun 2OL7 Nomor 1387i;

l1.Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor i 'i';,:,ii,iir 2O15
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daelai: ii ir:upaten
Aceh Besar Tahun 2015 Nomor 1, Tamberhan i.r:rlbaran
Daerah Kabupaten Aceh Besar Nomor 50);

12.Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor .: 'i.i;r 'r: 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perarr;1t.,;:r iiaerah
Kabupaten Aceh Besar (Lembaran Kabr-lpaii:i': i,'-, ,i.i i:iesar
Tahun 2A16 Nomor 4, Tambahan Lembal"l:i, i, ri;i-ilraten
Aceh Besar Nomor 55).

5.

6.

7.

8.

9.
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MEIVIUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI ACEH BESAR T'ni'l'i,.'I
PELAYANAN PUBI,IK KABUPATEN ACEH BESAIT.

I\4AL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten Aceh Besar adalah bagian dari Daerah Provir;.si ,'\c,:i' ;,:r',I;agai

suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan ki:ul', ;.'' untuk
mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan cizirr i::i:;,':nlingan
masyarakat setempat sesuai dengan peraturan pet'undart11*i, *riat:igan
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik ;:rlir:nesia
berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun I1i'-i5 yang
dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan itcil],'r'ii:1.ahan
yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten dan Deri,iin ii', r'.r'a1<i1&t1

Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan nri.rs;inil',:'r;r$ing
3. Pemerintah Daerah Kabupaten yarrg selanjutnya diseblrt Pi'i:'rr,:t"intalt

Kabupaten Aceh Besar adalah unsur penyelenggara pemerintaiia r'; daerah
kabupaten yang terdiri atas Bupati dan perangkat daeral: i.lai-rril:,:.:i':n Aceh
Besar.

4. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Besnr' :i/ar :.i dipiiih
melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berch,r:s:,rt'i ;.in a?.as

langsung, umllm, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Mal Pelayanan Publik yang selanjutnya disingkat MPP ar'iai,i,r l-r:rnpat

berlangsungnya kegiatan atau aktivitas penyelenggaraan p*1n-i'ari'i:l publik
atas barang, jasa dan/atau pelayanan administrasi ),ai)i{ nr:;-!ip:rkan
perluasan fungsi pelayanan terpadu baik pusat maupur: rl,:,"i;;..'r. serta
pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milil< i-\.r,';r. ,:',r1;ssl4
dalam rangka menyediakan pelayanan yang cepat, mr.id il , l : .ir; :: gkau,
aman, dan nyaman.

6. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan <i;ij;,.u langka
pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan ketertiti;i;i il:'11-uran
perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penclr..rrlu;.r i,i :-; i-'a.i'ar1g,

jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh i:i;:r-,.jir)rlligara
pelayanan publik.

7. Penyelenggara Pelayanan Publik yang selanjutnya disehui i'r,,, ;;,.:n1;gara

adalah setiap institusi penyelenggara negara, kr;r'i..r;iir"i. il:ri'baga
independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang L.uit.,,i . i;ciliatan
pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibcnti-ii< ;:,,.', ,iiia-mata
untuk kegiatan pelayanan publik.

4N)
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8.

9.

Organisasi penyelenggara pelayanan publik yang selary li rr ; . , ; , ;isebut
Organisasi Penyelenggara adalah satuan kerja penyelengg:).i';,r ; ,:,-;';,1-rrIr

publik yang berada di lingkungal institusi penyelenr:,i{iii'r; ;iegara,
korporasi, lembaga independen yaltg dibentuk berdasai'iti:n Llndang-
undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan huitur;i i tii': -yang
dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik.
Pelayanan Terpadu Satu Atap adalah pola pelayanan terpacir,i ;:.riu atap
diselenggarakan dalam satu tempat yang meliputi berbag:ri.jcriir; ; iii.,'itnan
yang tidak mempLrnyai keterkaitan proses dan diiayani mcliriitj l;';}:crapa
pintu.
Pelayanan Terpadu Satu Pintu adalah pola pelayanan ter"p;,iiir, :",..r pintu
diselenggarakan pada satu tempat yang meliputi berbagai jr:'ir:. . 'i::','irilsrt
yang memiliki keterkaitan proses dan dilayani melalui satu pi;:ii,.

11. Pelayanan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha lvlilik Ll;rr,;' ,,i aciala-L
pelayanan yang diselenggarakan oleh Badan Usaha }r4ilil< i'l',':,;, ;,-i i-ilrclan

Usaha Milik Daerah.
12. Pelayanan swasta adalah pelayanan yang mendukun.li ir, i;lncaran

penyelenggaraan MPP.
13. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satr"i i';,. , -varrg

selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanarnri;:,, ,l;:1 dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar.

14.Pelayanan lzin Terpadu Online yang selanjutnya disebul 1:;i'.:'i ..: arialah
sistem portal perizinan online milik Dinas Penanama.n 'r'i,,il;rl dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Aceh Besar ]ririli:, r;:;;r"nakan
untuk memproses izin selain yang ada pada OSS.

BAB II

PRINSIP, MAKSUD, DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Prinsip

Pasal 2

Mal Pelayanan Publik dilaksanakan dengan prinsip :

a. keterpaduan;
b. berdaya guna;
c. koordinasi;
d. akuntabilitas;
e. aksesibilitas; dan
f. kenyamanan.

10.

0t*
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Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 3

(1) Pembentukan Ma1 Pelayanan Publik dimaksudkan untuk mengit"rl.r';1r;,Lsil<an

berbagai layanan baik instansi Pusat, Daerah, BUMN, Biil\,''!n ian nnit
layanan pendukung lainnya dalam satu lokasi atau geduilg.-vllili: ,:, ii1it.i..

(2) Tujuan dibentuknya Mal Pelayanan Publik adalah :'a.memberikan 
kemudafran, kecepatan, keterjangkauan, kcilnlii;i;,iti, dan

kenyamanan kepada masyarakat dalam mendapatkan pelayr'r r,.1" I I : d itl1

b. meningkatkan daya saing global dalam memberikzur l;t:Lii-itiahan
berusaha di Kabupaten Aceh Besar.

BAB III

PENYELENGGARAAN MAL PELAYANAN PUBLI K

Pasal 4

Lokasi Mal Pelayanan Publik Kabupaten Aceh Besar terletak fii i,,:,.,'iri{:, Mal

Pelayanan Publik Jl. Banda Aceh - Medan Km. 8 Pasar Larnblr:'lr 'i; ,',r.i:i;,itan

ingin Jaya Kabupaten Aceh Besar.

Pasal 5

Penyelenggara layanan pada Mal Pelayanan Publik terdiri dari :

a. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar;
b. Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Aceh;
c. Kementerian;
d. BUMN;
e. BUMD; dan
f. Unit layanan pendukung lainnya.

Pasal 6

DPMPTSP bertugas sebagai pengendali manajemen yar1f, r'"i:rtgelola

operasional Mal Pelayanan Fublik.

Dalam meiaksanakan pengelolaan sebagaimana dimaksud piriiir avat (1)

DPMPTSP bertanggung jawab atas penyediaan pengolah data i:,:ia-.,a11an,
teknisi teknologi informasi komputer, teknisi listrik dan jarit-t,,:.:,ur. Lr:naga

pemeliharaan fasilitas, petugas keamanan dan parkir.

(3) Penyediaan petugas pelayanan pada masing-masing unit ja.ya:l:,i: ti.ri:njadi

tanggung jawab masing-masing instansi yang memberikan pcii;.i.r,- rij.

(1)

(2)

il\ },
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(4) Penambahan/pengurangan tenaga pada unit layanan pacla i:,i' iri.\';tnan

publik dapat dilakukan sepanjang disepakati oleh masini:;-tt:r,,;,: .; pitrak

sesuai d engan ketentuan peraturan perundang-undangan'

Pasal 7

(1) Biaya pengelolaan Mal Pelayanan Publik dibebankan 1:aii;i ,'iirggaran

Pendapatan dan Belanja Kabupaten pada DPMPTSP'

Unit layanan selain Organisasi Perangkat Daerah Kabupatetr ,tcl:ii Besar

menanggung biaya operasional pengelolaan Mal Pelayaitati i'rrj,lil< )'ang
dituangkan melalui nota kesepahaman yang ditindai<ia:-i.1r.rl.l t.it:ugan

pedanjian kerjasama.

Pembiayaan yang terkait dengan pelaksanaan fungsi pelav;,ii:i.i* irtenjadi
tanggung jawab masing-masing instansi yang tergabung iji-r;ir-tll Mal
Pelayanan Publik.

Pasal 8

Da1am menyelenggarakan Mal Pelayanan Publik, Kepala. iiir,l"ilrTsP
menyusun trita tertib pengelolaan operasional Mal Pelayanall P'.i1;l:i;,

(2) Waktu pelayanan adalah sebagai berikut :

{21

(3)

(1)

a. Senin s.d. Kamis
b. Jum'at

: Pukul 08.00 s.d. 16.00;
: Pukul 08.00 s.d. 1 1.3O dan
Dilanjutkan Pukul 14.00 s.d. i6.00.

(3) Dalam penyelenggaraan pelayanan tidak diberlakukan tain ir;tirahat
pelayanan, namun dapat dilakukan pengurangan pe Luflcr; i. .,1;r','ilnarl

untuk bergantian istirahat.

Pasal 9

Penempatan unit layanan pada Mal Pelayanan Publik diturti'ri:,i,,;,ir cialam
bentuk Nota Kesepahaman yang ditindaklanjuti dengi"u'i i i:i"i:,injian
kerjasama.

Setiap pelayanan yang dibeikan oleh Kementerian, Per:rcrii;ii, 'r''i'clvinsi,
Pemerintah Kabupaten, BUMN, BUMD dan unit layanan 1jr::l{ilrkung
lainnya menjadi tanggung jawab masing-masing berdasa;"1.:ri"n ;..:i.i]iltuan
peraturan perundang- undangan.

(U

(21
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BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 1O

(1) Monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Mal Fe1a1';rri;,rr; Publik
dilaksanakan secara berkala oleh tim yang ditetapkan denl1i.ir: ii::lrutusan
Bupati.

(2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksr-rcl iir.ii,1 i:yat (1)

dilaporkan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundan;;ili.-, :'r-:l'iituran
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. Ki-ri::i.iir'rti'i Aceh
Besar.

Ditetapkan di Kota Jilrili;r,
pada tanggal 15 Mqi _ * 2019 M

MAWARDl

Diundangkan di Kota Jantho
pada tanggal 15 Mei 2019 M

10 Ramadhan 1440 H

SEKRETARIS DAERAH

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR TAHUN 2Ol9 NOI\4OI{ l':

10 Ran:rir

.BUPATI Actri"{

ISKANDAR


